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KATA PENGANTAR  
 

Assalamuôalaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 
 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya. Berkat izin-Nya, Balai POM di Banyumas dapat 

melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan di 4 

(empat) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Banjarnegara, 

Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan 

Kabupaten Cilacap, serta merangkum hasil tersebut ke dalam 

Laporan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja 

Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas dan 

transparansi terkait penggunaan anggaran negara dan sebagai 

bahan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja Balai POM di Banyumas pada periode berikutnya. 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian penting dari upaya 

pembangunan kesehatan masyarakat, yang sekaligus mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan nasional. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat tersaji 

informasi, gambaran, dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada 

masyarakat dan pemangku yang berkepentingan terkait capaian kinerja terhadap target dan 

realisasi kinerja selama satu tahun 2025, beserta evaluasi dan analisis terhadap pengukuran 

kinerja dan realisasi anggaran.  

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh mitra kerja Balai 

POM di Banyumas serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama 

dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di 

Banyumas. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan untuk peningkatan kinerja di masa 

yang akan datang. 

Wassalamuôalaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

 

  Banyumas, 26 Februari 2026 

 Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan 

 di Banyumas, 

 

 

 

           

 

 

 

   Gidion, S.Si, M.Sc. 

NIP. 19810717 200604 1 001 
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RINGKASAN  EKSKLUSIF  

 

Sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 

2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini 

menjadi penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Laporan Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025 bukan sekadar bentuk akuntabilitas 

instansi, namun berisi capaian kinerja selama Tahun 2025 yang diukur berdasarkan: 

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Laporan Kinerja Tahunan 2025 Balai POM di Banyumas disusun berdasarkan Perjanjian 

Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama Balai 

POM di Banyumas menjadi Balai berdasarkan Peraturan Badan POM No. 3 Tahun 2025 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan POM. Semua Program yang 

dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Strategi Balai POM di Banyumas selama 5 tahun 

yang kemudian dirinci dalam Rencana Kinerja Tahunan. Laporan ini memuat hasil capaian 

kinerja yang diukur dalam 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga Desember 2025. 

Keberhasilan Program yang dicapai terangkum dalam 8 Sasaran Strategis. 

Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang dilakukan dari 8 Sasaran Kegiatan, berikut dapat terlihat 

capaian setiap sasaran strategis yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas sampai akhir 

periode tahun 2025: 

Sasaran Strategis  

% Capaian 

terhadap 

Target Tahun 

2025 

Kriteria  

Capaian Sasaran 

Strategis 1 

Meningkatnya efektivitas 

Pengawasan produk Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

103,10 
SANGAT 

BAIK 

Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas 100 BAIK 
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Sasaran Strategis  

% Capaian 

terhadap 

Target Tahun 

2025 

Kriteria  

Strategis 2 Pengawasan Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi 

Capaian Sasaran 

Strategis 3 

Meningkatnya efektivitas KIE di 

masing-masing wilayah kerja 

UPT 

100,44 
SANGAT 

BAIK 

Capaian Sasaran 

Strategis 4 

Meningkatnya pendampingan 

UMKM dalam pemenuhan 

standar keamanan dan mutu 

100 BAIK 

Capaian Sasaran 

Strategis 5 

Terlaksananya Penindakan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif di 

wilayah kerja UPT 

133,33 

TIDAK 

DAPAT 

DISIMPULKA

N 

Capaian Sasaran 

Strategis 6 

Terlaksananya kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

yang efektif di wilayah kerja 

UPT 

100 BAIK 

Capaian Sasaran 

Strategis 7 

Layanan Publik UPT yang Prima 
109,33 

SANGAT 

BAIK 

Capaian Sasaran 

Strategis 8 

Terwujudnya Tatakelola 

Pemerintah Unit Organisasi 

yang Optimal 

99,83 BAIK 

Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Balai POM di 

Banyumas  
105,76 

 

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut: 

1. Capaian Indikator Sasaran Strategis 1  sebesar 103,11% dengan kriteria SANGAT 

BAIK. Hal tersebut mencerminkan bahwa Balai POM di Banyumas telah berhasil dalam 

meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

tahun 2025. 
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2. Capaian  Indikator Sasaran Strategis 2 sebesar 100% dengan kriteria BAIK. Hal ini 

menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas telah meningkatkan efektifitas 

pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi. 

3. Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 sebesar 100,44% dengan kriteria SANGAT 

BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas melaksanakan kegiatan 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di wilayah kerjanya yakni Kabupaten Banyumas, 

Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. 

4. Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 sebesar 100% dengan kriteria BAIK, hal ini 

menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas sudah meningkatkan pendampingan 

UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu pada tahun 2025. 

5. Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 sebesar 133,33% dengan kriteria TIDAK 

DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas sudah 

melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

efektif pada tahun 2025. Namun, terdapat dua perkara carry over dan perubahan 

rumus perhitungan keberhasilan penyidikan sehingga capaian persentase keberhasilan 

penyidikan cukup tinggi bahkan melebihi target. 

6. Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 sebesar 100% dengan kriteria BAIK, hal ini 

menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas mampu melaksanakan kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif. 

7. Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 sebesar 109,33% dengan kriteria SANGAT 

BAIK. Nilai ini mencerminkan bahwa Balai POM di Banyumas melaksanakan layanan 

publik bagi masyarakat di wilayah kerjanya. 

8. Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 sebesar 99,83% dengan kriteria BAIK. 

Capaian tidak sampai 100% didukung dengan tidak tercapainya target Indikator Kinerja 

Utama ñNilai AKIP UPT BPOMò. IKU ini memiliki capaian meningkat bila dibandingkan 

dengan Tahun 2024 sebesar 0,11 namun untuk target tahun 2025 target tidak 

terpenuhi. Berdasarkan hasil penilaian AKIP Tahun 2025 nilai yang masih harus 

ditingkatkan adalah capaian kinerja. Capaian mengalami peningkatan, target kinerja 

Tahun 2025 tercapai, akan tetapi nilai tidak maksimal karena penilaian juga 

menggunakan nilai Tahun 2024 dimana data yang digunakan adalah data capaian 

kinerja Tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir Renstra dengan target yang tinggi. 

Rata-rata dari capaian sasaran strategis  Balai POM di Banyumas pada Tahun 2025 yaitu 

105,76 dengan kategori ñSangat Baik ò. Balai POM di Banyumas tidak menemukan kendala 

yang berarti dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan lingkup tanggung 
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jawabnya. Dengan kata lain, Balai POM di Banyumas menunjukkan bahwa pelaksanaan 

tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja berjalan lancar dan efektif, didukung 

oleh kerja sama yang solid antara tim internal dan mitra kerja terkait. Keberhasilan ini juga 

mencerminkan komitmen Balai POM di Banyumas dalam menjaga kualitas pengawasan 

yang transparan, akurat, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga 

memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.  

Program pengawasan obat dan makanan dan dukungan manajemen Balai POM di 

Banyumas Tahun 2025 di catchment area pengawasan obat dan makanan di 4 (empat) 

kabupaten yang telah dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp 8.313.169.000,-. 

Anggaran terblokir AA sebesar Rp 4.421.514.000,- sehingga anggaran yang bisa dipakai 

sebesar Rp 3.891.649.000,- dari total anggaran tersebut, hingga akhir tahun 2025 telah 

terealisasikan sebesar Rp 3.887.179.599, - atau 99,89%. 

Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Anggaran sampai akhir periode Tahun 2025, Balai POM 

di Banyumas mencatat perbandingan antara realisasi anggaran dan pencapaian target 

kegiatan pengelolaan anggaran menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,03% (dengan capaian 

menggunakan Indikator Kinerja) dan 0,014% (dengan capaian menggunakan Rincian Output 

tiap Indikator), yang termasuk dalam kriteria "Efisien". Hal ini mencerminkan bahwa Balai 

POM di Banyumas mampu mencapai target kinerja secara optimal baik dari sisi kinerja 

maupun anggaran. Dengan kata lain, penggunaan anggaran telah berjalan optimal sesuai 

dengan target yang ditetapkan. Ke depannya, Balai POM di Banyumas akan terus 

berkomitmen untuk melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran melalui strategi 

penyesuaian prioritas kegiatan, peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya, dan 

koordinasi yang lebih intensif. 

 

Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2024 dan 2025  

Sasaran Strategis  

% Capaian 

terhadap 

Target Tahun 

2024 

% Capaian 

terhadap 

Target Tahun 

2025 

Rata-Rata Capaian Sasaran 

Strategis Balai POM di Banyumas  
102,72 105,76 

 

Apabila dilakukan perbandingan dengan rata-rata capaian sasaran strategis antara tahun 

2024 dan tahun 2025, maka dapat terlihat adanya kenaikan capaian sebesar 3,04% dari 
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tahun sebelumnya, yang sekaligus mencerminkan adanya perbaikan kinerja organisasi 

secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini juga menunjukkan efektivitas strategi yang 

telah diterapkan oleh Balai POM di Banyumas dalam mencapai target-target prioritasnya. 

Kenaikan capaian sebesar 3,04% bukan hanya angka, melainkan cerminan dari peningkatan 

koordinasi, efisiensi pelaksanaan program, komitmen seluruh elemen organisasi dalam 

mendukung visi dan misi Lembaga, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja 

Balai POM sebagai institusi pengawasan obat dan makanan yang adaptif dan responsif 

terhadap tantangan zaman. 

Meskipun capaian tersebut menunjukkan tren positif secara keseluruhan, perlu diakui bahwa 

Balai POM di Banyumas masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, 

sarana, dan prasarana yang tersedia. Namun demikian, dengan segala keterbatasan yang 

ada, Balai POM di Banyumas senantiasa berupaya untuk memaksimalkan efisiensi 

penggunaan sumber daya yang dimiliki, sehingga kualitas maupun kuantitas pelayanan 

kepada masyarakat tetap dapat ditingkatkan. Upaya ini mencerminkan komitmen yang kuat 

dari Balai POM di Banyumas untuk terus memberikan pelayanan terbaik, menjaga mutu, 

serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga dalam 

melindungi kesehatan publik. 

. 
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HIGHLIGHT KINERJA  

 

1.  Pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai 

POM di Banyumas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banyumas resmi mencanangkan Zona 

Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Purbalingga pada Rabu, 25 

Juni 2025. Pencanangan ini menjadi langkah awal untuk membangun birokrasi yang 

bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Bersamaan 

dengan itu, Balai POM di Banyumas telah menyusun dan melaksanakan 35 program 

kerja yang terbagi dalam enam kelompok, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan 

Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan 

Pengawasan, dan Percepatan Pelayanan Publik. 
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Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, Anggota DPR RI, 

Teti Rohatiningsih dan Rofik Hananto, serta sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk 

Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, Yenni Bahar, Dosen Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, perwakilan kepolisian dan kejaksaan, serta 

organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Ahli Farmasi 

Indonesia (PAFI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hadir pula perwakilan dari 

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM serta UPT Badan POM dari Semarang, Yogyakarta, 

Surakarta, dan Kediri. Seluruh tamu undangan turut menandatangani komitmen 

bersama untuk mendukung Zona Integritas di lingkungan Balai POM Banyumas. 

2. Pengelolaan Data Kontrak Semester I Tahun Anggaran 2025 "Terbaik I"  

 

Piagam Penghargaan Kepala KPPN Tipe A1 Purwokerto Nomor: KEP-

99/KPN.1408/2025 diberikan kepada Balai POM di Banyumas (672844) atas 

Pengelolaan Data Kontrak Semester I Tahun Anggaran 2025 "Terbaik I", Kategori Pagu 

Belanja di Atas Rp2 Miliar s.d. Rp10 Miliar. 
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3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025 

"Sangat Baik"  

 

Piagam Penghargaan Kepala KPPN Tipe A1 Purwokerto Nomor: KEP-

109/KPN.1408/2025 diberikan kepada Balai POM di Banyumas (672844) atas Indikator 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025 "Sangat Baik". 

4. Kuasa Pengguna Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025 "Terbaik II"  

 

Piagam Penghargaan Kepala KPPN Tipe A1 Purwokerto Nomor: KEP-

112/KPN.1408/2025 diberikan kepada Gidion, S.Si., M.Sc. atas Kuasa Pengguna 

Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025 "Terbaik II" Kategori Pagu Sedang (Rp2 

Miliar s.d. Rp 5 Miliar) 
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5. Bendahara Pengeluaran Semester I Tahun Anggaran 2025 "Terbaik II"  

 

Piagam Penghargaan Kepala KPPN Tipe A1 Purwokerto Nomor: KEP-

111/KPN.1408/2025 diberikan kepada Lilis Cyntha Khan atas Bendahara Pengeluaran 

Semester I Tahun Anggaran 2025 "Terbaik II" Kategori Pagu Sedang (Rp2 Miliar s.d. Rp 

10 Miliar). 

6. Kinerja Sangat Baik dalam capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran 

Semester I Tahun 2025  

 

Piagam Penghargaan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah Nomor: KEP-

134/WPB.14/2025 diberikan kepada Balai POM di Banyumas (672844) sebagai Unit 

dengan Kinerja Sangat Baik dalam capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran 

Semester I Tahun 2025. 
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7. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Car Free Day di GOR Satria Purwokerto 

dalam rangka HUT ke 24 BPOM  

 

 

Dalam rangka memperingati HUT ke-24 BPOM, Loka POM di Kabupaten Banyumas 

melaksanakan layanan serentak "Cek Produkmu Bersama BPOM" bersama Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) BPOM se-Indonesia. Kegiatan ini digelar pada Car Free Day 

(CFD di GOR Satria Purwokerto, bekerja sama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. 

Beragam layanan tersedia, mulai dari informasi dan konsultasi obat dan makanan, 

pengujian sampel makanan secara gratis untuk mendeteksi bahan berbahaya (boraks, 

formalin, rhodamin B, dan metanil yellow), pemeriksaan produk melalui aplikasi BPOM 

Mobile, hingga Pojok JAWARA BPOM yang menyediakan jamu gratis bagi pengunjung. 
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8. Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Penandatanganan PKS dengan Universitas Al 

Irsyad Cilacap (UNAIC), dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)  

 

 

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas menggelar Forum 

Konsultasi Publik (FKP) dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 

Fakultas Farmasi, Sains, dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC) dan 

Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) pada hari Kamis, 30 

Januari 2025. Acara yang berlangsung di aula kantor ini diselenggarakan secara hybrid 

dan bertujuan untuk menghimpun masukan serta saran dari berbagai pihak guna 

meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh Loka POM. 

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pentahelix, termasuk pelaku usaha, akademisi, 

praktisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Partisipasi aktif 

dari berbagai sektor ini mencerminkan pentingnya kerja sama dalam mengidentifikasi 

kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan, sekaligus memberikan perspektif 

yang lebih luas dalam menghadapi tantangan layanan publik di Loka POM di Kabupaten 

Banyumas. 
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Hasil dari FKP ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk 

meningkatkan mutu layanan publik. Selain itu, rencana aksi yang dihasilkan diharapkan 

dapat membantu Loka POM dalam mengevaluasi serta menetapkan standar pelayanan 

publik (SPP). Rencana tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti pendampingan 

pelaku usaha yang lebih intens dan perluasan akses informasi bagi masyarakat. 

9. Forum Keterpaduan Pangan Cilacap: Sinergi Menuju Konsumsi Pangan yang 

Aman  

 

 

Cilacap, 15 April 2025 ð Bertempat di Ruang Rapat Jalabumi Setda Kabupaten 

Cilacap, Balai POM di Banyumas menyelenggarakan Forum Advokasi Keterpaduan 

Pangan. Forum ini mencakup tiga program utama: Desa Pangan Aman, Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. 

Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta dari berbagai instansi dan lembaga, antara lain 

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian dan 

Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas 

Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Dinas Perikanan, Kementerian 
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Agama, serta perwakilan dari Desa Danasri Kidul, pengelola Pasar Tanjungsari, 

Puskesmas, MTs N 5 Cilacap, dan SDN 1 Gunung Simping. 

Adapun target program keterpaduan pangan di Kabupaten Cilacap tahun ini meliputi 1 

Desa yaitu Danasri Kidul, 1 Pasar yaitu Pasar Tanjungsari dan 2 Sekolah yaitu MTs N 5 

Cilacap dan SDN 1 Gunung Simping 

Melalui kolaborasi lintas sektor, Balai POM di Banyumas dan Pemerintah Kabupaten 

Cilacap berkomitmen untuk membudayakan praktik keamanan pangan hingga ke tingkat 

individu. Program-program seperti GKPD, intervensi keamanan PJAS, dan PPABK akan 

terus dikawal dan dikembangkan agar dapat direplikasi secara luas. 

10. Perkuat Kerjasama, Balai POM di Banyumas Hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) 

Banjarnegara  

 

 

Senin, 5 Mei 2025 bertempat di aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Banjarnegara, 

dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Balai POM di Banyumas dengan 

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. Acara penandatanganan dihadiri oleh kedua belah pihak disertai dengan 

perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjarnegara. 
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Salah satu poin penting di dalam nota kesepakatan yang ditandatangani hari ini adalah 

dibukanya loket pelayanan Balai POM di Banyumas di MPP Banjarnegara. Jenis 

layanan yang diberikan adalah Pelayanan sertifikasi sarana produksi dan pelayanan izin 

edar Obat dan Makanan,  serta pelayanan pengaduan masyarakat dan permintaan 

informasi terkait Obat dan Makanan. Dengan hadirnya layanan Balai POM di Banyumas 

di MPP Banjarnegara, layanan publik terkait Obat dan Makanan dapat diakses dengan 

lebih dekat dan mudah oleh segenap masyarakat dan pelaku usaha. 

Pada acara ini juga dilakukan penyerahan izin edar produk pangan BPOM RI MD 

kepada 3 pelaku usaha di Banjarnegara oleh Bapak Sekda Banjarnegara didampingi 

oleh Kepala Balai POM di Banyumas. Balai POM di Banyumas berkomitmen 

memberikan pelayanan publik yang prima dan mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat terutama dalam bidang Obat dan Makanan. 

11. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Stunting di Kabupaten Banyumas  

 

Balai POM di Banyumas menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 

bertema Keamanan Pangan dan Pencegahan Stunting pada Kamis (15/5), bertempat di 

Balai Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini 

dibuka oleh Kepala Desa Pangebatan, Agus Suroto, dan diikuti oleh ibu hamil, ibu balita, 

calon pengantin, serta kader kesehatan desa. Para peserta tampak antusias mengikuti 

paparan dan sesi tanya jawab bersama narasumber. Novita Sabjan, Kepala Bidang 

Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, menyampaikan materi 

tentang kondisi stunting di Banyumas dan pentingnya pencegahan sejak dini. ñStunting 

bukan hanya soal tinggi badan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup anak ke depan. 

Pencegahannya dimulai sejak masa remaja hingga kehamilan,ò jelasnya. Narasumber 

dari Balai POM di Banyumas, Rahmat Hidayat, mengedukasi peserta tentang 

keterkaitan antara keamanan pangan, gizi seimbang, dan pencegahan stunting. Ia juga 



 

XXIV 
 

memperkenalkan cara membaca label nilai gizi serta batas konsumsi gula, garam, dan 

lemak (GGL) yang sehat. ñPilih makanan yang aman, perhatikan labelnya, dan selalu 

lakukan CEK KLIK sebelum membeli,ò pesannya. 

12. Saka POM Banyumas Hadir Dalam Festival Keterampilan Kwarcab Banyumas  

 

Sabtu, 20 September 2025, Anggota Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan 

(SAKA POM) turut ambil bagian dalam Festival Keterampilan Kwarcab Banyumas yang 

digelar di Alun-Alun Purwokerto. Festival ini merupakan bagian dari rangkaian 

peringatan Hari Pramuka ke-64 yang diikuti oleh 18 satuan karya dari berbagai bidang. 

Acara ini semakin meriah dengan hadirnya Bupati Banyumas, Sadewo, yang berkunjung 

ke booth SAKA POM selaku Mabicab Kabupaten Banyumas. Selain itu, perwakilan dari 

Kwarda Jawa Tengah juga hadir untuk memberikan semangat kepada seluruh peserta, 

sekaligus menegaskan pentingnya peran Pramuka dalam membangun generasi muda 

yang berdaya guna bagi masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, SAKA POM Banyumas memperkenalkan tiga krida 

andalannya, yaitu Krida Pemeriksaan, Krida Pemberi Informasi, dan Krida Pengujian. 

Melalui ketiga krida tersebut, para pengunjung diajak mengenal lebih dekat peran 

penting SAKA POM dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini 

tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga ajang rekrutmen anggota baru yang 

diharapkan dapat memperkuat barisan SAKA POM sebagai garda terdepan dalam 

menjaga keamanan obat dan makanan di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. 
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13. Sampling dan Pengujian Pangan di Dapur SPPG di Kabupaten Banjarnegara  

 

 

Bersama Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara dan Puskesmas Punggelan II melakukan 

pemeriksaan SPPG dan pengujian sampel MBG di SPPG Sidarata I dan Sidarata II Kab 

Banjarnegara pada tanggal 17 Desember 2025. SPPG Sidarata I melayani 3400 

penerima manfaat dan SPPG Sidarata II melayani 2608 penerima manfaat. Kedua 

SPPG telah memiliki SLHS. Hasil Pengujian terhadap menu MBG yang 

disajikan/sediakan pada hari tersebut baik di SPPG Sidarata I dan Sidarata II tidak 

ditemukan bahan berbahaya untuk parameter Boraks, Formalin, Rhodamin B dan 

Methanil Yellow.  

 

 

 



 

XXVI 
 

14. Sampling dan Pengujian Pangan di Sekolah Dasar di wilayah Kelurahan 

Sokanegara, Kabupaten Banyumas  

 

 

Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengawasan pangan di lingkungan 

sekolah dasar guna melindungi anak sekolah dari potensi bahaya pangan yang 

mengandung bahan berbahaya. Dilakukan pengambilan dan pengujian sampel pangan 

jajanan anak sekolah, baik yang berasal dari kantin sekolah maupun pedagang di 

sekitar lingkungan sekolah. Pengujian dilakukan menggunakan rapid test kit untuk 

mendeteksi empat jenis bahan berbahaya, yaitu boraks, formalin, rhodamin B, dan 

methanil yellow. Dari sampel pangan yang diuji, hasil menunjukkan bahwa seluruh 

sampel negatif mengandung bahan berbahaya, sehingga pangan yang beredar di 

lingkungan sekolah tersebut aman untuk dikonsumsi anak sekolah. 
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15. Sampling dan Pengujian Pangan di Pasar Sokaraja Kabupaten Banyumas  

 

 

Dilakukan pengambilan sampel (sampling) dan pengujian di Pasar Sokaraja Kabupaten 

Banyumas pada tanggal 11 Desember 2025. Kegiatan sampling dan pengujian pangan 

dilaksanakan di Pasar Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sebagai bagian dari upaya 

pengawasan keamanan pangan guna melindungi masyarakat dari potensi peredaran 

pangan yang mengandung bahan berbahaya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan peran aktif pengelola pasar dalam pengawasan pangan 

secara mandiri. Pada kegiatan tersebut dilakukan pengambilan dan pengujian sampel 

pangan olahan dan pangan siap saji yang dijual oleh pedagang pasar. Pengujian 

dilakukan menggunakan rapid test kit untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya, 

antara lain Boraks, Formalin, Rhodamin B, dan Methanil Yellow. Dari 14 sampel pangan 

yang diuji, hasil menunjukkan bahwa ada 4 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) 

mengandung bahan berbahaya yaitu rhodamin B dan formalin, sehingga pangan yang 

beredar di lingkungan Pasar Sokaraja memerlukan perhatian dan tindak lanjut. 
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16. Sertifikasi Sarana Produksi Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan serta Sarana 

Distribusi Obat  

 

 

Kegiatan sertifikasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik, makanan serta sarana 

distribusi obat dilakukan berdasarkan permintaan sertifikasi/resertifikasi dari pelaku 

usaha. Audit sarana dilakukan terhadap sarana produksi/distribusi untuk memeriksa 

kesesuaian sarana dengan pedoman CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang 

Baik)/CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik)/CPKB (Cara Pembuatan 

Kosmetik yang Baik)/CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik). 
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17. Pendampingan UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmeti k 

 

 

Kegiatan pendampingan UMKM dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung 

kemajuan UMKM di bidang produksi obat dan makanan. Pendampingan dilakukan mulai 

dari persiapan sarana produksi, dokumen mutu, sampai dengan sertifikasi sarana untuk 

mendapatkan Sertifikat CPOTB/CPKB/CPPOB sesuai dengan jenis komoditi masing-

masing UMKM. 
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18. Pendampingan Registrasi Pangan Olahan  

 

Komoditi susu pasteurisasi merupakan salah satu jenis pangan yang menjadi andalan 

untuk digunakan sebagai salah satu komponen penambah nilai gizi pada makanan yang 

didistribusikan kepada anak sekolah pada program MBG (Makanan Bergizi Gratis). 

BBPTU-HPT (Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak) 

Baturraden merupakan pelaku usaha di bawah kepemilikan Kementerian Pertanian yang 

memiliki sapi perah dalam jumlah banyak sehingga diharapkan dapat menyediakan susu 

untuk kebutuhan MBG, minimal di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2020, BBPTU-

HPT Baturraden sudah pernah memiliki izin edar untuk susu pasteurisasi, namun 

dengan adanya perubahan sistem registrasi pangan olahan maka petugas Balai POM 

Banyumas melakukan pendampingan dalam proses registrasi ulang untuk produk 

tersebut. 

19. Desk Registrasi Pangan Olahan  
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Kegiatan Desk Registrasi Pangan Olahan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi 

Pangan Olahan diselenggarakan pada 23-24 April 2025 sebagai salah satu upaya 

dalam melakukan percepatan penerbitan izin edar bagi pelaku usaha UMK pangan 

olahan yang merupakan UMK yang mendominasi jumlah pelaku usaha di wilayah 

pengawasan Balai POM Banyumas. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan 

yang selalu disambut dengan antusiasme tinggi oleh pelaku usaha karena pelaku usaha 

dapat bertemu langsung dengan evaluator registrasi. Dari kegiatan ini dihasilkan: 

- 1 Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. 

- 2 Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI. 

- 8 Izin Edar Pangan Olahan. 

- 3 akun perusahaan disetujui. 

- 26 evaluasi pengajuan registrasi pangan olahan. 

- 12 evaluasi pemenuhan komitmen pangan olahan. 

20. Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan  

 

Menindaklanjuti tingginya animo pelaku usaha dalam melakukan registrasi pangan 

olahan, Balai POM Banyumas bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan 

Olahan mengadakan desk registrasi kedua pada tahun 2025 yang diselenggarakan 

pada 17-18 November 2025. Kegiatan kali ini juga dilengkapi dengan sosialisasi 

registrasi pangan olahan yang menargetkan peserta dari pelaku usaha yang belum 

pernah memiliki izin edar pangan pada hari pertama. Sedangkan kegiatan di hari kedua 

diisi dengan desk registrasi bagi pelaku usaha yang sedang berproses dalam registrasi 

pangan olahan. Dari kegiatan ini dihasilkan: 
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- 7 akun perusahaan disetujui; 

- 13 izin edar pangan olahan; 

- 15 evaluasi pengajuan registrasi pangan olahan. 

21. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri  

 

 

Dalam rangka pengawalan keamanan pangan menjelang Ramadhan dan Idul fitri Tahun 

2025/1446 H, Loka POM Banyumas melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan 

(Inwas) untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu di peredaran pada 

rentang waktu tanggal 24 Februari 2025 s/d 27 Maret 2025, dengan sasaran 

pengawasan sarana peredaran dan produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, 

dan rusak. Lokasi pengawasan dilakukan di sarana peredaran pangan 

(importir/distributor, toko, grosir, supermarket, hipermarket, pasar tradisional, para 

pembuat dan/atau penjual parsel) dan di area peredaran pangan jajanan berbuka 

puasa/takjil. Intensifikasi pengawasan dilakukan bersama lintas sektor instansi 

pemerintah daerah termasuk tim JKPD di Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. 

Banjarnegara dan Kab. Cilacap. Pada kegiatan ini, dilakukan pemeriksaan di 14 sarana 

peredaran pangan, dengan rekomendasi 1 (satu) sarana MK dan 13 sarana TMK. 

Sarana peredaran yang TMK dikarenakan ditemukan 25 jenis produk rusak, 8 jenis 
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produk kedaluwarsa, dan 18 jenis produk Tanpa Izin Edar (TIE). Total temuan yaitu 51 

jenis produk tidak memenuhi ketentuan dengan total jumlah produk sebanyak 245 buah. 

Sedangkan untuk pengawasan pangan jajanan berbuka puasa/takjil, telah dilakukan 

pengujian dengan test kit sederhana untuk 39 jenis makanan takjil dengan hasil terdapat 

takjil dengan bahan baku cincau yang positif mengandung Formalin yang ditemukan di 

Pusat Jualan Takjil Komplek Taman Makam Pahlawan dan Pasar Manis Purwokerto. 

22. Menggandeng Pramuka dalam Pemeriksaan Takjil Aman  

 

Banyumas, 18 Maret 2025 ï Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Banyumas 

kembali melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Takjil bersama Dinas 

Kesehatan, petugas Puskesmas, dan Kelurahan setempat, dengan melibatkan Anggota 

Satuan Karya (SAKA) POM Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini berlangsung di Pusat 

Takjil Taman Makam Pahlawan, Purwokerto Selatan. 

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap 12 

jenis takjil guna memastikan tidak adanya kandungan bahan berbahaya seperti formalin, 

rhodamin B, methanyl yellow, dan boraks. Berdasarkan hasil uji cepat, ditemukan satu 

sampel yang positif mengandung formalin, yaitu pada produk cincau hitam. Menanggapi 

temuan ini, petugas langsung memberikan edukasi tentang keamanan pangan kepada 

pedagang, sementara tindak lanjut terhadap temuan tersebut akan diproses oleh dinas 

terkait sesuai ketentuan yang berlaku. 
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23. Joint Inspection dengan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan terkait perintah penarikan produk mengandung Bahan Kimia Obat pada 

tanggal 13 Maret 2025  

 

Menindaklanjuti hasil pengujian laboratorium atas sampel produk Obat Bahan Alam 

positif BKO yang diproduksi oleh sarana UKOT yang berada di catchment area Loka 

POM di Kab. Banyumas, maka dilakukan inspeksi penelusuran kasus oleh petugas Loka 

POM di Kab. Banyumas dengan petugas dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional 

dan Suplemen Kesehatan dan sekaligus penyampaian surat peringatan atas temuan 

hasil uji laboratorium. Tindak lanjut atas join inspection, dilakukan pengamanan 

setempat dan dilakukan pemanggilan pemilik serta penanggung jawab sarana untuk 

mengikuti wawancara BAP di kantor Loka POM di Kab. Banyumas dan masih dalam 

proses ke tahap selanjutnya. 
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24. Joint Inspection dengan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan terkait laporan pemalsuan produk Obat Bahan Alam pada tanggal 13 

Maret 2025 

 

Kegiatan joint inspection petugas Loka POM di Kab. Banyumas dengan petugas 

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan kali ini dilakukan 

sebagai tanggapan atas laporan UKOT CV GP Mandiri melalui email ke Direktorat 

Pengawasan OTSK mengenai dugaan pemalsuan produk ABVOOST, BIO SHAFA, dan 

RUBE, dimana produk tersebut sudah dilakukan pencabutan izin oleh produsen dan 

sudah tidak diproduksi lagi. 

25. Monitoring Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Dieng Kabupaten 

Banjarnegara  
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Balai POM di Banyumas melaksanakan Monitoring Pengawasan Obat dan Makanan di 

wilayah Dieng Kabupaten Banjarnegara. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan selama 

2 hari yaitu pada 18-19 Juni 2025. Pada hari pertama, Balai POM melakukan 

pengawasan sarana produksi pangan di beberapa sarana untuk beberapa jenis pangan. 

Untuk hari kedua, Balai POM melakukan pengawasan sarana distribusi pangan dan 

sarana pelayanan kefarmasian di wilayah Dieng, Kabupaten Banjarnegara. 

26. Pengawasan Sarana Produksi Pangan di Daerah Perifer (LAPAS 

NUSAKAMBANGAN)  

 

 

Pada tanggal 24 Juli 2025, Balai POM Banyumas bersama dengan petugas Dinas 

Kesehatan Cilacap dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

melakukan pengawasan serta pembinaan kepada sarana produksi pangan di LAPAS 
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Nusakambangan Kab. Cilacap.  Pengawasan serta pembinaan dilakukan untuk 

meningkatkan kepatuhan serta komitmen pelaku usaha produk pangan terhadap 

ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, pengawasan dilakukan kepada 2 

sarana produksi pangan yang berada di LAPAS Nusakambangan Kab. Cilacap. 

27. Intensifikasi Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) 

di Sarana Pelayanan Kefarmasian  

 

 

Pada tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025, Petugas Balai 

POM Banyumas melakukan intensifikasi pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya (NAPZA) kepada Sarana Pelayanan Kefarmasian pada empat Kabupaten 

di area pengawasan Balai POM di Kab. Banyumas.  Dilakukan pengawasan kepada 10 

sarana pelayanan kefarmasian yang meliputi Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas. 
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Pengawasan serta pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan serta 

komitmen sarana pelayanan kefarmasian terkait pengadaan, penyimpanan, serta 

penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Sarana 

Pelayanan Kefarmasian pada 4 Kabupaten di area pengawasan Balai POM di Kab. 

Banyumas. 

28. Sosialisasi Pengawasan dan Pendampingan CAPA Sarana Produksi ï Distribusi 

Obat dan Makanan bertajuk Gethuk CAPA (Gerakan Methuk CAPA)  

 

Di penghujung bulan Agustus Balai POM di Kabupaten Banyumas menggelar 

Sosialisasi Pengawasan dan Pendampingan CAPA Sarana Produksi ï Distribusi Obat 

dan Makanan bertajuk Gethuk CAPA (Gerakan Methuk CAPA) di Purbalingga 

(29/07/2025). Kegiatan tahunan tersebut mengundang 80 peserta penanggung jawab 

sarana maupun pemilik sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi serta sarana 

produksi di wilayah Pengawasan Balai POM di Banyumas. 

Agenda dalam kegiatan tersebut adalah pemberian materi serta desk kepada 

penanggung jawab sarana yang mengalami kesulitan dalam pembuatan serta 

pemenuhan CAPA pemeriksaan yang dilakukan Balai. Beberapa materi yang diberikan 

antara lain materi Sosialisasi Ayo Buang Sampah Obat (ABSO) dan Pengendalian AMR 

oleh staf Balai POM di Banyumas. Pemberian materi tersebut bertujuan agar sarana 

dapat melakukan pengelolaan obat lebih baik lagi khususnya dalam pemusnahan obat 

dan penyaluran antibiotik tepat sarana sesuai ketentuan yang berlaku. Selain materi dari 

Balai POM, terdapat materi dari narasumber sesama penanggung jawab sarana 

distribusi dan pelayanan kefarmasian yang dianggap telah melakukan pengelolaan obat 

dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. 
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29. Razia Gabungan Rokok Elektronik oleh BNN Banyumas, BPOM Banyumas, 

Satnarkoba Polresta Banyumas  

 

Pada tanggal 3 September 2025, Balai POM Banyumas bersama BNNK Banyumas, 

Satnarkoba Polresta Banyumas, Bea Cukai Purwokerto, dan Satpol PP Banyumas 

melakukan razia gabungan sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran narkoba melalui rokok elektronik. Kegiatan ini diinisiasi BNNK Banyumas 

menyusul temuan di beberapa daerah terkait kandungan narkotika dan zat berbahaya 

pada produk rokok elektronik. 

30. Inspeksi Bersama Pengawasan Peredaran Antibiotika di Purbalingga  
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Balai POM di Banyumas melaksanakan inspeksi bersama dalam rangka pengawasan 

peredaran antibiotik di Purbalingga, Senin (29/09/2025). Kegiatan tersebut melibatkan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 

(DKPP) Kabupaten Purbalingga serta Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Target 

pengawasan pada kegiatan tersebut Adalah toko pakan hewan serta sarana pelayanan 

kefarmasian. Tujuannya adalah memastikan tidak ada antibiotik manusia yang dijual 

oleh toko pakan hewan serta kesesuaian penyaluran antibiotik di sarana pelayanan 

kefarmasian. 

Dilakukan pengawasan terhadap 5 toko pakan hewan dan 1 apotek, hasilnya didapatkan 

2 dari 5 toko menjual antibiotik manusia yaitu Amoxicillin serta Tetracyclin. Menurut 

informasi dari pemilik toko, antibiotik tersebut didapatkan dari sales obat. Diharapkan 

dengan adanya kegiatan tersebut, pemilik toko pakan hewan lebih patuh dan tidak 

mengedarkan antibiotika manusia yang berisiko terhadap meningkatnya resistensi 

antibiotik secara luas. 

(DESKRIPSI KEGIATAN) 

31. Kegiatan Penggalangan dan Bimtek Kepada Depot dan Kafe Jamu di Banyumas  
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Pada Rabu 17 September 2025, Balai POM di Banyumas melaksanakan Giat 

Penggalangan dan Bimbingan Teknis terkait produk Obat Bahan Alam (OBA) 

mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Bertempat di Kantor Balai POM di Banyumas, 

kegiatan tersebut menyasar para peserta pelaku usaha depot dan kafe jamu serta OPD 

terkait di Kabupaten Banyumas. Tujuan kegiatan tersebut adalah agar para pelaku 

usaha depot dan kafe jamu dapat memahami bahaya OBA mengandung BKO dan 

memastikan produk yang diedarkan adalah produk terdaftar di Badan POM. Selain 

informasi terkait OBA mengandung BKO, beberapa pelaku usaha kafe jamu 

memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran OBA 

di Badan POM. Informasi terkait persyaratan, uji terhadap produk serta biaya 

pendaftaran menjadi topik yang ditanyakan oleh beberapa pelaku usaha. 

32. Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam Tahun 2025 (INWAS OBA 

2025) 

 

Pada bulan Oktober 2025, Balai POM Banyumas melaksanakan inspeksi sarana 

distribusi dalam rangka kegiatan Intensifikasi Pengawasan (INWAS) OBA tahun 2025. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap OBA 

dan SK ilegal dan/atau mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang merupakan 

kebutuhan mendesak dalam menjamin keamanan masyarakat. Hasil pengawasan 

sebelumnya menunjukkan bahwa peredaran produk BKO masih marak di pasaran 

meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan langkah 

pengawasan yang lebih intensif, sistematis, dan terarah dalam kegiatan ini.  

Data intensifikasi pengawasan OBA tahun 2023 dan 2024 menunjukkan masih tingginya 

peredaran produk OBA/SK mengandung BKO dan/atau ilegal, khususnya di depot dan 
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kios jamu. Nilai keekonomian temuan Badan POM pada 2023 tercatat sebesar Rp. 2,89 

miliar dan pada 2024 mencapai Rp. 1,74 miliar. Khusus untuk OBA BKO, nilainya 

bahkan meningkat dari Rp. 410 juta pada 2023 menjadi Rp. 595 juta pada 2024. 

Sehingga menegaskan bahwa ancaman peredaran produk ilegal masih signifikan.  

Dari sisi sarana distribusi, depot jamu merupakan titik rawan utama peredaran OBA 

BKO. Risiko semakin meningkat pada depot jamu yang beroperasi pada malam hari, 

yang kerap menjadi jalur utama peredaran produk mengandung BKO dan/atau ilegal. 

INWAS OBA Tahun 2025 diarahkan secara khusus pada depot jamu, toko jamu, dan 

lapak jamu serta difokuskan untuk memperdalam penelusuran sumber perolehan produk 

hingga ke produsen.  

Sebanyak 22 sarana distribusi OBA termasuk depot jamu di area pengawasan balai 

POM di Banyumas diperiksa, dan 7 dari 22 sarana tersebut terbukti melakukan 

penjualan dan menyimpan OBA mengandung BKO yang terdaftar dalam Public 

Warning. Terhadap produk-produk yang ditemukan dilakukan pemusnahan setempat 

oleh penanggungjawab sarana, dan diberikan edukasi oleh petugas Balai POM 

banyumas mengenai risiko OBA BKO bagi penjual maupun konsumen. 

33. Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Menjelang Akhir Tahun 2025  
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Menjelang akhir tahun, pada rentang waktu 10 s.d. 21 November 2025 Balai POM di 

Banyumas melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik di 12 sarana distribusi 

kosmetik yang tersebar di area pengawasan Balai POM di banyumas. Kegiatan ini 

merupakan instruksi langsung dari Kepala Badan POM RI, yang dilaksanakan oleh 

seluruh UPT dan dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Pengawasan Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai upaya penelusuran dan 

pemutusan rantai pasok kosmetik tidak memenuhi ketentuan yang marak diedarkan 

menjelang akhir tahun, baik secara offline maupun online. Target pemeriksaan meliputi 

kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan yang diduga diedarkan pada momen 

menjelang akhir tahun 2025, diantaranya kosmetik termasuk skincare beretiket biru yang 

tidak sesuai ketentuan, kosmetik impor ilegal, kosmetik TIE, kosmetik viral di media 

online, dan kosmetik yang penggunaannya tidak sesuai dengan definisi kosmetik, 

seperti produk yang diinjeksikan dan didaftarkan sebagai kosmetik. 

34. Focus Group Discussion  yang bertajuk DUREN BAWOR ñDuduk Bareng Bahas 

Pengawasan Bersama Lintas Sektorò 
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Pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu fungsi strategis dalam upaya 

perlindungan masyarakat terhadap risiko yang ditimbulkan oleh peredaran produk yang 

tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Balai Pengawas Obat dan 

Makanan di Banyumas sebagai unsur pelaksana teknis Badan POM memiliki mandat 

untuk melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi, fasilitas produksi, dan 

pelayanan kefarmasian, serta melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka 

menjamin kepatuhan pelaku usaha dan keterpaduan kebijakan di tingkat daerah. 

Dalam pelaksanaan pengawasan sepanjang Tahun Anggaran 2025, Balai POM di 

Banyumas mencatat berbagai temuan, kecenderungan isu, dan tantangan pengawasan 

pada komoditi obat, pangan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan di 

wilayah kerja Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Kondisi 

tersebut memerlukan forum evaluasi bersama untuk memastikan bahwa langkah 

penanganan, pembinaan, dan pengawasan dapat disusun secara lebih terarah, terukur, 

serta disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 

terkait. 

Atas dasar tersebut, Balai POM di Banyumas menyelenggarakan kegiatan Focus Group 

Discussion (FGD) sebagai wadah untuk memaparkan hasil pengawasan terakhir, 

mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan intervensi lintas sektor, serta 

merumuskan rekomendasi perbaikan dalam penguatan sistem pengawasan obat dan 

makanan di wilayah setempat. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan 

persepsi, meningkatnya komitmen antar instansi, serta terbentuknya langkah-langkah 

kolaboratif yang mampu mendukung efektivitas pengawasan dan memperkuat 

perlindungan masyarakat. 

FGD ini juga menjadi momentum bagi Balai POM di Banyumas dan pemerintah daerah 

untuk memperkuat sinergi dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha, meningkatkan 

kapasitas pengawasan di daerah, serta memastikan bahwa seluruh proses yang 

berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan tuntutan perlindungan konsumen. 

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam 

mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih adaptif, responsif, dan 

berkelanjutan. 
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35. Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026  

 

Dalam rangka pengawalan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya 

Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Balai POM di Banyumas melakukan 

Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) NATARU untuk memastikan produk pangan 

aman dan bermutu di peredaran. Pelaksanaan inspeksi dalam rangka Inwas NATARU 

tanggal 28 November 2025 s/d 02 Januari 2026, dengan sasaran pengawasan pangan 

Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, rusak (seperti kemasan penyok, kaleng berkarat, 

dan lain-lain). Lokasi pengawasan dilakukan di sarana peredaran pangan 

(importir/distributor, toko, gorsir, supermarket, hipermarket, pasar tradisional, para 

pembuat dan/atau penjual parsel), yang dijual secara offline. Target pengawasan 

dititikberatkan pada bagian hulu rantai peredaran produk pangan 

(importir/distributor/grosir), terutama terhadap sarana yang memiliki track record 

pelanggaran/temuan pangan TlE, kedaluwarsa, dan rusak. Jumlah sarana distribusi 

pangan yang diperiksa sebanyak 15 sarana, dan terdapat 7 sarana distribusi pangan 

yang mengedarkan makanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

36. Konferensi Pers Penanganan Kasus Narkotika, psikotropika dan Obat Keras OOT 

yang digelar di Aula Rekonfu Mapolresta Banyumas.  
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Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Banyumas berperan aktif dalam 

pengungkapan 21 kasus tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Banyumas yang 

merugikan negara hingga lebih dari Rp1,1 miliar. Kepala Balai POM Banyumas, Gidion, 

S.Si., M.Sc., hadir dalam konferensi pers yang digelar di Aula Rekonfu Mapolresta 

Banyumas. 

Dalam rentang Maret hingga April 2025, Polresta Banyumas berhasil mengamankan 27 

tersangkaðterdiri dari 26 pria dan 1 wanitaðdengan rincian 9 kasus narkotika, 4 kasus 

psikotropika, dan 8 kasus pelanggaran UU Kesehatan. Barang bukti yang disita antara 

lain 128,32 gram sabu, 155,49 gram tembakau sintetis, 11 butir ekstasi, 2.898 butir 

psikotropika dan 56.324 butir obat-obatan terlarang.Total nilai barang bukti mencapai 

Rp1.157.465.000. Berdasarkan estimasi dampak peredaran, penangkapan ini dinilai 

menyelamatkan sekitar 56.516 warga, khususnya anak-anak dan remaja, dari bahaya 

penyalahgunaan narkoba. 
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PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI 

CILACAP 
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Banyumas telah melakukan 

Kegiatan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut 

Umum di Kejaksaan Negeri Cilacap. Dalam melakukan kegiatan Tahap II PPNS Balai 

POM di Banyumas didampingi oleh Korwas PPNS dari Polresta Cilacap yang bertindak 

sebagai pembina PPNS. 

Perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM di Banyumas ini merupakan perkara 

tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat Bahan 

Alam yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan 

kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

436 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, disebutkan 

bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut sebagai BPOM 

adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan atau 

tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang dimaksud dengan 

obat dan makanan dalam peraturan tersebut mencakup obat, bahan obat, narkotika, 

psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan 

pangan olahan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, 

dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pimpinan tertinggi. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak bekerja sendiri. Diperlukan 

kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang 

kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan 

kebijakan sangat menentukan pencapaian tujuan bidang kesehatan nasional. 

Pengawasan obat dan makanan memiliki karakteristik khusus karena kebijakan 

ditetapkan secara terpusat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Balai di seluruh 

Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas 

pengawasan, sebab tindakan yang diambil harus konsisten dan selaras dengan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah agar pengawasan menjadi efektif dan efisien. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPOM perlu memperkuat koordinasi dengan 

pemerintah daerah melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas dan 

terstruktur. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan digital 

dan basis data terintegrasi, menjadi instrumen penting dalam memastikan konsistensi, 

transparansi, dan akuntabilitas pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah 

Indonesia. Dengan demikian, BPOM dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam 

menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan obat serta makanan yang beredar di 

masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 

nasional. 
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1.2. Gambaran Umum  Organisasi  

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung kebijakan Transformasi 

Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar 

setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus 

hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam kebijakan 

tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan 

produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi 

yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. 

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan 

Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka 

Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi 

Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. Perencanaan Jangka Panjang (PJP) POM 

disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta 

megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks 

transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka 

memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di 

Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk 

menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.BPOM 

utamanya mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang keempat yakni 

ñMemperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, 

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran 

perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitasò, 

namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya. 

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 3 Tahun 2025 tentang 

perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 19 tahun 2023 

tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat 

Dan Makanan, Badan POM memiliki 76 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 23 Balai 

Besar POM, 30 Balai POM, dan 23 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh 

Indonesia. Termasuk di dalam peraturan tersebut memuat peningkatan klasifikasi status 

Unit Pelaksana Teknis, yang sebelumnya Loka POM menjadi Balai POM sebanyak 11 

(sebelas) unit, yakni: 

1. Balai POM di Banyumas; 

2. Balai POM di Balikpapan; 

3. Balai POM di Indragili Hulu; 

4. Balai POM di Dumai; 

5. Balai POM di Bima; 

6. Balai POM di Sanggau; 
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7. Balai POM di Tulang Bawang;  

8. Balai POM di Tabalong; 

9. Balai POM di Ende; 

10. Balai POM di Tanjungbalai; dan 

11. Balai POM di Baubau. 

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi  

1. Kedudukan  

Balai POM di Banyumas merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 

Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan 

secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Banyumas memiliki 

lingkup pengawasan di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten 

Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi  

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis 

di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT 

BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang 

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang 

tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan 

secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala 

Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023, tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan, adalah sebagai berikut: 

a) Tugas  

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b) Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi berikut: 

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan. 

- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian. 
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- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan. 

- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan. 

- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan. 

- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan. 

- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan. 

- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber. 

- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan. 

- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.  

 

Visi dan Misi Badan POM  Tahun 2025 -2029 

¶ Dalam penyusunan visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang 

dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: ñBersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 

2045ò. Oleh karena itu, Visi yang diusung oleh BPOM 2025-2029 adalah 

ñTerwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan 

berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama 

Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045ò. Visi ini mencerminkan dedikasi 

BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, 

menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia 

serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di 

kancah internasional. 

¶ Misi: 

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta 

penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi 

pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat. 
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2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi 

yang produktif dan berdaya saing. 

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku 

kepentingan. 

4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 

 

Tujuan BPOM Tahun 2025 -2029 

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah 

merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang 

untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan 

tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan 

olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup 

aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, 

perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi: 

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. 

2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang aman dan bermutu. 

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan 

kuat terhadap UMKM. 

4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan. 

5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan 

publik yang prima. 

Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan core 

value Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Nilai-nilai inti Ber-AKHLAK berada 

di balik perbedaan penjabaran nilai-nilai inti, serta Kode Etik dan Kode Etik ASN, 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Alat Perdata Negara No. 5/2014. Oleh 

karena itu, Kemenpan RB telah menetapkan nilai inti baru untuk menciptakan persepsi 
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yang sama dengan nilai inti ASN. Nilai inti moralitas juga merupakan peleburan dan 

penyempitan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintah. Berikut 

penjelasan secara ringkas mengenai nilai Ber-AKHLAK itu sendiri. 

BerAKH LAK  

 Berorientasi pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis 

Loyal Adaptif Kolaboratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Utama  

Arah Kebijakan Utama BPOM 2025 -2029 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah 

kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan 

keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut: 

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan 

pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG; 

Gambar 1.1 Nilai Core Value Ber-AKHLAK 
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2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan 

mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan secara online dan offline;  

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan 

dukungan yang kuat terhadap UMKM; 

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar 

negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan 

transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis 

elektronik. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan 

makanan, Balai POM di Banyumas menetapkan program dan kegiatan dalam 

menjalankan perannya, yaitu: 

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di 

Seluruh Indonesia: 

1) Sertifikasi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; 

2) Perkuatan strategi dan pemantapan teknis pengawasan mutu Obat dan 

Makanan; 

3) Pengawasan sarana distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian; 

4) Pengawasan sarana produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik; 

5) Pengawasan sarana distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan 

Kosmetik; 

6) Pengawasan sarana produksi Pangan Olahan; 

7) Pengawasan peredaran Pangan Olahan dan KLB KP; 

8) Pengawasan post market iklan dan penandaan Obat dan Makanan; 

9) Pelaksanaan desk registrasi bersama dengan Direktorat Registrasi Obat 

Tradisional Suplemen Kesehatan dan Direktorat Registrasi Kosmetik. 

10) Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha; 

11) Sosialisasi dan desk registrasi Pangan Olahan; 

12) Audit surveilans penerapan SMKPO; 
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13) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Pangan Olahan; 

14) Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan; 

15) Intelijen Obat dan Makanan; 

16) Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Obat dan Makanan 

melalui siber; 

17) Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 

18) Pengujian Obat dan Makanan. 

b. Kegiatan strategis program dukungan manajemen: 

1. Koordinasi implementasi peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, serta 

organisasi dan tata laksana ditambahkan dan pengelolaan pengaduan 

masyarakat serta reformasi birokrasi; 

2. Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan hubungan masyarakat Balai POM 

di Banyumas; 

3. Koordinasi perumusan renstra dan rencana tahunan, penyusunan dokumen 

anggaran, keuangan serta pengelolaan kinerja dan pelaporan; 

4. Pengelolaan sumber daya manusia; 

5. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai POM di Banyumas; 

6. Pengembangan SDM Aparatur Balai POM di Banyumas; 

7. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data, dan informasi Obat dan 

Makanan; 

8. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur. 

 

Kegiatan Prioritas  

Strategi BPOM Tahun 2025 -2029 

1. Penguatan pengawasan pre-market dan post-market sediaan farmasi dan pangan 

olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko 

termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan 

produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi 

pengawasan oleh unit teknis dan UPT.  

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang 

sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama 

lintas sektor.  

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi 

untuk mendorong daya saing.  
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4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta 

masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.  

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.  

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian 

laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan 

berbasis data.  

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas 

dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas 

dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran. 

Penguatan pengawasan pre-market dan post-market Obat dan Makanan yang 

komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan 

optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT merupakan salah 

satu implementasi Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang 

secara otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh Balai 

POM di Banyumas. Peningkatan terhadap jaminan peredaran Obat dan Makanan yang 

aman dan bermutu menjadi tujuan yang melekat dengan pelaksanaan pengawasan Balai 

POM di Banyumas. Berikut beberapa strategi Balai POM di Banyumas Tahun 2025-2029 

diantaranya. 

1) Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan pelayanan publik yang 

didukung oleh kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten 

serta adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi sesuai dengan 

standar. Dengan berubahnya status Loka POM menjadi Balai POM, Balai POM di 

Banyumas akan meningkatkan kapabilitas salah satunya dalam hal laboratorium 

dan pelayanan publik. Hal ini untuk memastikan tersedianya fasilitas laboratorium 

dan pelayanan publik yang modern, aman, dan sesuai standar. Peningkatan ini 

akan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengawasan 

obat dan makanan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan 

perkembangan teknologi terkini. 

2) Memperkuat Reformasi Birokrasi dalam pengawasan obat dan makanan dengan 

mengoptimalkan kompetensi teknis yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika 

regulasi dan inovasi teknologi serta dikelola secara profesional berbasis merit. 

Sebagaimana yang diamanatkan pada Reformasi Birokrasi yang memfokuskan 

pada peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur melalui pengelolaan 

berbasis merit. Kompetensi teknis yang unggul dan adaptif menjadi fondasi dalam 
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mewujudkan tata kelola pengawasan yang efisien, transparan, dan akuntabel. 

Pengoptimalan kompetensi melalui sistem merit juga dapat meningkatkan 

transparansi lingkungan kerja dan meningkatkan daya saing antar pegawai agar 

mengikuti perkembangan zaman melalui peningkatan kapabilitas. Kapabilitas 

pegawai yang terus meningkat akan bersamaan dengan peningkatan kapabilitas 

balai dalam menjawab tantangan publik. 

3) Kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang 

efektif dengan dukungan teknologi informasi yang optimal. Kolaborasi dengan 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam 

memperluas jangkauan pengawasan. Dukungan teknologi informasi akan 

dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan membangun 

kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan.  

4) Memperkuat kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk 

meningkatkan hilirisasi produk obat dan makanan. Hal ini mendorong sinergi 

antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat rantai nilai 

produk obat dan makanan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk 

lokal yang aman dan bermutu di tingkat nasional maupun internasional.  

5) Sistem layanan perizinan yang responsif, adaptif, dan kolaboratif dengan 

pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. 

Sistem perizinan akan dikembangkan agar lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi, 

dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi. Hal ini mendukung 

pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan 

ramah pengguna. 

6) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Balai POM Banyumas dalam rangka 

peningkatan laboratorium dan infrastruktur pelayanan yang optimal sesuai standar. 

Penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai standar menjadi prioritas untuk 

mendukung kegiatan laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini mencakup 

peralatan, ruang kerja, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menunjang 

efektivitas operasional. 

7) Memperkuat pengawasan obat dan makanan lintas sektor dalam mendukung 

Reformasi birokrasi dan pengawasan internal secara kuat dan terukur untuk 

mengoptimalkan struktur organisasi dan kelembagaan. Pengawasan yang 

terintegrasi antar sektor dan penguatan pengawasan internal akan dilakukan 

secara sistematis dan terukur. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur 
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organisasi dan kelembagaan agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan 

pengawasan.  

8) Pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis didukung dengan kompetensi 

teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif. Pengawasan 

akan terus dikembangkan agar mampu merespons dinamika pasar, regulasi, dan 

teknologi. SDM pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang tinggi 

serta kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.  

9) Mengatasi Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) 

Inklusif dengan adanya kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan 

komunikasi publik yang efektif. Melalui kerja sama lintas sektor, pemberdayaan 

masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif, keterbatasan jumlah dan distribusi 

PFM akan diatasi secara inklusif. Pendekatan ini memastikan pengawasan tetap 

berjalan optimal di seluruh wilayah kerja.  

10) Risiko serangan siber dan kebocoran data diatasi dengan pemanfaatan teknologi 

dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. Pemanfaatan teknologi 

dan inovasi akan difokuskan pada penguatan sistem keamanan informasi. Hal ini 

penting untuk mendukung pelaksanaan SPBE BPOM yang aman, terpercaya, dan 

berkelanjutan.  

11) Pengembangan kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk mendukung 

kompetensi SDM pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis. Selain 

kompetensi teknis, pengembangan kapasitas manajerial dan pemahaman 

sosiokultural menjadi bagian penting dalam membentuk SDM yang tangguh dan 

berdaya saing. Strategi ini mendukung pengawasan yang lebih humanis, inklusif, 

dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 

1.3. Struktur Organisasi  

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT 

BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis 

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan 

obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina 

oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
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Adapun di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) UPT Badan POM antara lain Balai 

Besar POM di Semarang, Balai POM di Surakarta, dan Balai POM di Banyumas. Balai 

POM di Banyumas memiliki struktur organisasi seperti Gambar 1.2 berikut:  

 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM 

Analisis Lingkungan Strategis  

a. Sumber Daya Manusia  

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Banyumas pada per Desember 

Tahun 2025 adalah sebanyak 42 orang, terdiri dari 37 orang ASN (dengan rincian 33 

PNS dan 4 PPPK) serta 5 orang outsourcing yang terdiri dari 2 orang satpam, 2 office 

boy dan 1 orang driver. Seiring berjalannya waktu, pada Triwulan I tahun anggaran 

2025, Balai POM di Banyumas menerima redistribusi 2 orang PNS dengan jabatan 

PFM Ahli Pertama dan PFM Ahli Muda. Kemudian, pada Triwulan II tahun anggaran 

2025, Balai POM di Banyumas menerima tambahan 4 pegawai formasi CPNS yang 

terdiri dari PFM Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli 

Pertama, dan Pranata SDM Aparatur Terampil serta 1 orang PPPK dengan jabatan 

Penata Layanan Operasional. Pada Triwulan III tahun anggaran 2025, tidak terdapat 

adanya penambahan SDM, namun pada Triwulan IV tahun anggaran 2025 terdapat 

penambahan 3 pegawai dengan rincian 1 orang redistribusi dengan jabatan PFM Ahli 

Muda, 1 orang CPNS dengan jabatan PFM Ahli Pertama, dan 1 pegawai PPPK 

dengan jabatan Penata Layanan Operasional.  

Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Beban Kerja, pemenuhan SDM yang 

terjadi pada tahun 2025 masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu sejumlah 48 

pegawai, sedangkan jumlah ASN existing baru dipenuhi 37 pegawai. Sehingga untuk 
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kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas belum didukung 

dengan SDM yang memadai baik dalam hal jumlah maupun proporsi jabatan 

fungsional, dimana secara keseluruhan masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 

11 orang. 

SDM Balai POM di Banyumas sampai dengan Desember Tahun 2025, 

Apoteker dan S2 lain 10 orang, S1 19 orang, D3 8 orang. Dengan komposisi tenaga 

tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 51% dan S2 22% yang paling banyak. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Balai 

POM di Banyumas melakukan optimalisasi agar beban kerja yang ada dapat 

diselesaikan oleh tenaga yang ada. Berikut data yang menunjukkan jumlah SDM 

berdasarkan tingkat pendidikan, gender dan usia Tahun 2025. 

 

Gambar 1. 3 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

Gambar 1. 4 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Gender 
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Gambar 1. 5 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Usia 

b. Sumber Daya Lain  

Kantor Balai POM di Banyumas ada di 1 (satu) lokasi yaitu: Jl. A. Yani 

No.24Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, 

Jawa Tengah 53115. Terdiri dari tanah dan bangunan yang status sewa gedung. 

Tanah memiliki luas 770 m2 dengan luas bangunan gedung 500 m2 merupakan 

bangunan satu lantai. Bangunan ini mulai ditempati pada 5 Januari 2026. Kantor ini 

menjadi kantor baru Balai POM di Banyumas yang sebelumnya beralamat di Jl. Gn. 

Singgalang No. 14, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa 

Tengah, 53121. Pada kantor baru yang kini ditempati, seluruh operasional Balai POM 

di Banyumas dilaksanakan, antara lain untuk fungsi perkantoran, fungsi pemeriksaan 

dan penyidikan serta pelayanan publik. Untuk fungsi pengujian masih menginduk di 

Balai Besar POM di Semarang, namun pada Tahun 2025 akhir hingga 2026 ini, Balai 

POM di Banyumas sedang mengusahakan sarana dan prasarana Laboratorium yang 

setingkat kapasitas Balai. Sumber penerangan yang digunakan Gedung Balai POM di 

Banyumas adalah PLN dan Generator:  

- PLN: 11.000 VA  

- Generator: 23.000 VA  

Sumber air yang digunakan di Balai POM di Banyumas pada saat ini adalah air 

sumur. Kendaraan yang layak pakai di Balai POM di Banyumas berjumlah 5 Unit 

berupa kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit, 1 unit Mobil Keliling, dan kendaraan roda 

4 berstatus sewa sebanyak 2 unit. 
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c. Luas Wilayah Kerja  dan Jumlah Kabupaten  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas terdiri atas 4 wilayah Kabupaten/Kota 

yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan 

Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 1.328 km2, 

Kabupaten Cilacap 2.252 km2, Kabupaten Purbalingga 777,6 km2, dan kabupaten 

Banjarnegara 1.070 km2, yang mana keempat Kabupaten tersebut apabila 

dijumlahkan memiliki total luas wilayah 5.427,6 km2.  

Total penduduk dari 4 kabupaten tersebut sesuai data BPS tahun 2023 sejumlah 

5.969.680 dengan rincian Kabupaten Cilacap 2.027.380 jiwa, Kabupaten Banyumas 

1.847.100 jiwa, Kabupaten Purbalingga 1.037.640 dan Kabupaten Banjarnegara 

1.057.560 jiwa. 

 

Peraturan Badan POM No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan 

POM No. 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Pada Badan POM menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal 

sebagai Balai POM di Banyumas. 

1.4. Isu Strategis  

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Banyumas dilakukan untuk 

menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan 

dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Dalam upaya 

mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Banyumas perlu dilakukan analisis 

Gambar 1. 6 Peta Provinsi Jawa Tengah 
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yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis 

yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

INTERNAL 

Di dalam Daftar Risiko (Risk Register) Balai POM di Kabupaten Banyumas yang telah 

disahkan oleh Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, yang secara rutin di update 

satu tahun satu kali. Berikut ini daftar isu baik internal di Balai POM di Banyumas: 

1. Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM) dan pergerakan mutasi pegawai 

lintas fungsi yang dinamis; 

2. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan 

sosiokultural; 

3. Kelembagaan dan susunan organisasi Balai POM di Banyumas yang belum optimal; 

4. Penyelesaian proses perizinan melalui Online Single Submission BPOM ï (OSS 

BPOM) belum sepenuhnya optimal; 

5. BPOM Banyumas belum memiliki ruangan laboratorium yang sesuai dengan Standar 

Kemampuan Laboratorium (SKL); 

6. Sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (early warning system) belum 

terintegrasi; 

7. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki; 

8. Sistem TI belum terintegrasi secara optimal. 

 

EKSTERNAL  

Di dalam Daftar Risiko (Risk Register) Balai POM di Kabupaten Banyumas yang telah 

disahkan oleh Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, yang secara rutin di update 

satu tahun satu kali. Berikut ini daftar isu eksternal di Balai POM di Banyumas: 

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan; 

2. Koordinasi antar lembaga belum sinergis; 

3. Keterbatasan dan dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) inklusif; 

4. Dinamika pasar yang cepat; 

5. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan; 

6. Krisis kesehatan global; 

7. Isu lingkungan dan keberlanjutan; 

8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi; 

9. Perubahan demografi dan epidemiologi; 

10. Ancaman bioteriosme; 

11. Akselerasi perkembangan teknologi. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA  

 

2.1. Uraian Singkat Renstra  

Renstra Badan POM 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 pada 7 Oktober 2025. Renstra ini disusun 

dapat dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan POM sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat 

melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja 

lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Renstra BPOM dirancang untuk tidak 

hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa 

depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk 

tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan 

perubahan dalam sektor ini. 

Arah kebijakan dan strategi Badan POM Tahun 2025 diharapkan berkontribusi pada 

pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden yang terpilih. Hal ini dimungkinkan karena 

program dan kegiatan Balai POM di Banyumas 2025 telah dilengkapi dengan target 

outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala Renstra Balai 

POM di Banyumas mengacu merujuk pada arah kebijakan dan strategi yang tertuang 

dalam Renstra BPOM 2025ï2029, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, 

arah kebijakan, dan strategi nasional dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai 

dokumen yang bersifat dinamis, Renstra Balai POM di Banyumas 2025ï2029 akan 

menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pengukuran kinerja, 

serta evaluasi capaian strategis selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, hasil 

pelaksanaan Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025 dapat memberikan kontribusi 

terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-

2029. 

2.2. Rencana Kinerja  Tahunan (RKT)  

Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Banyumas melaksanakan kegiatan 

berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di 

Banyumas dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 8 

Sasaran Strategis yang diukur melalui 27 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator 

Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan 

output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja di Balai POM di Banyumas. 
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Anggaran awal untuk Balai POM di Banyumas pada program pengawasan obat dan 

makanan sebesar Rp 5.074.218.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp 

3.238.951.000. Namun, setelah efisiensi anggaran, pagu yang dapat digunakan untuk 

program pengawasan obat dan makanan menjadi Rp 897.660.918, sedangkan untuk 

program dukungan manajemen menjadi Rp 2.988.304.271. Meskipun terjadi 

pengurangan pagu, Balai POM di Banyumas tetap berkomitmen untuk menjalankan 

tugas pengawasan obat dan makanan dengan efektif dan efisien.  

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)  

Perjanjian Kinerja wajib disusun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 

tahun 2014, sehingga Balai POM di Banyumas sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan 

POM harus menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas 

dan kinerja pemerintahan. Perjanjian Kinerja juga digunakan pimpinan untuk memantau 

dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam 

laporan kinerja dan sebagai acuan menilai keberhasilan organisasi.  

Secara rinci, target Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025 tersaji 

dalam tabel berikut : 

NO. 
SASARAN 

KEGIATAN  

INDIKATOR KINERJA  

KEGIATAN  

TARGET 

2025 
ANGGARAN  

1 Meningkatnya 

efektivitas 

pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT 

01 Persentase sampel 

Sediaan Farmasi berisiko 

yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan  

82 % 26.844.000 

03 Persentase sampel 

Pangan Olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

75 % 21.163560 

04 Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang 

diuji sesuai standar oleh 

UPT  

100 % 320,660 

05 Persentase sampel PIRT 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

85 % 2,565,280 

06 Persentase 96 % 46.588.160 
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NO. 
SASARAN 

KEGIATAN  

INDIKATOR KINERJA  

KEGIATAN  

TARGET 

2025 
ANGGARAN  

keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

07 Persentase sarana 

produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan  

84,5 % 40.488.000 

08 Persentase sarana 

produksi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan  

80 % 50.420.000 

09 Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan  

93,25 % 126.617.600 

10 Persentase sarana 

distribusi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan  

75 % 32.130.500 

11 Persentase iklan sediaan 

farmasi dan pangan 

olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan  

88,58 % 3.907.500 

12 Persentase label produk 

tembakau dan/atau rokok 

elektronik yang diawasi 

sesuai standar 

80 % 6.711.000 
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NO. 
SASARAN 

KEGIATAN  

INDIKATOR KINERJA  

KEGIATAN  

TARGET 

2025 
ANGGARAN  

13 Persentase pemenuhan 

target pengendalian AMR 

di wilayah UPT 

100 % 5.982.240 

14 Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 

Laboratorium 

11 Nilai 96.016.000 

15 Persentase 

Kabupaten/Kota yang 

didampingi dalam 

pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan 

Aman 

25 % 8.016.500 

2 Meningkatnya 

Efektifitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikasi  

01 Persentase cakupan 

sarana produksi pangan 

fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan  

63 % 6.204.000 

3 Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

masing-masing 

wilayah kerja UPT

  

01 Tingkat efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT  

87,71 Nilai 112.217.000 

02 Jumlah sekolah yang 

melaksanakan 

pembudayaan keamanan 

pangan  

2 Jumlah 

sekolah 

87.993.000 

03 Jumlah desa pangan 

aman  

1 Jumlah 

desa 

144.525.000 

04 Jumlah pasar pangan 

aman berbasis komunitas 

1 Jumlah 

pasar 

92.341.000 

4 Meningkatnya 

pendampingan 

01 Persentase UMKM yang 

didampingi dan 

17,65 % 35.205.000 
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NO. 
SASARAN 

KEGIATAN  

INDIKATOR KINERJA  

KEGIATAN  

TARGET 

2025 
ANGGARAN  

UMKM dalam 

pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

memperoleh 

rekomendasi sertifikat 

cara pembuatan OBA, 

Kos yang baik dan/atau 

IP CPPOB pangan 

olahan  

5 Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT

  

01 Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT 

75 % 104.479.000 

6 Terlaksananya 

kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

yang efektif di 

wilayah kerja UPT

  

01 Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai 

standar 

90 % 45.879.000 

7 Layanan Publik UPT 

yang prima  

01 Indeks Pelayanan Publik 

UPT 

3,75 Indeks 72.024.000 

8 Terwujudnya tata 

kelola pemerintah 

Unit Organisasi yang 

optimal  

02 Nilai AKIP UPT BPOM 77,96 % 3.457.844.200 

  03           Nilai Kinerja Anggaran 

UPT BPOM  

5 Indeks 2.174.000 

  04 Indeks Manajemen Risiko 

UPT BPOM  

2,8 Indeks 1.062.800 

  05 Persentase implementasi 

rencana aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup UPT

100 % 3.629.882.000 
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NO. 
SASARAN 

KEGIATAN  

INDIKATOR KINERJA  

KEGIATAN  

TARGET 

2025 
ANGGARAN  

  

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025 

Penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Banyumas  

Selama tahun 2025, Balai POM di Banyumas melakukan penyesuaian atas 

Perjanjian Kinerja sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini menunjukkan adanya proses 

transformasi kelembagaan dan penajaman indikator kinerja di Banyumas. Secara 

rinci akan dijelaskan pada poin berikut. 

1) Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas (Februari 2025) 

Pada awal tahun, unit kerja masih berstatus Loka POM, dengan indikator 

kinerja yang relatif sederhana dan berfokus pada aspek teknis pengawasan 

sediaan farmasi dan pangan olahan, penanganan KLB pangan, pendampingan 

UMKM, serta layanan publik. Target yang ditetapkan pada tahap ini lebih moderat, 

mencerminkan kapasitas Loka sebagai unit dengan cakupan terbatas. Anggaran 

yang direncanakan sekitar Rp 8,03 miliar. PK ini lebih banyak menekankan output 

teknis pengawasan dan belum menekankan aspek strategis seperti reformasi 

birokrasi atau pengendalian AMR. PK pada Loka POM di Kabupaten Banyumas ini 

masih ditandatangani oleh Bapak Winanto selaku Kepala Loka POM di Kabupaten 

Banyumas yang menjabat dengan penandatangan pada 12 Februari 2025. 

Dengan statusnya sebagai Loka POM, Loka POM di Kabupaten Banyumas ini 

menginduk pada Balai Besar POM di Semarang. Hal ini juga menunjukkan adanya 

komitmen awal unit kerja dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di 

wilayah Banyumas sesuai mandat yang dimiliki. 

2) Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas (Maret 2025) 

Pada bulan Maret 2025, status kelembagaan Loka POM di Banyumas resmi 

ditingkatkan menjadi Balai POM, sebuah perubahan yang menandakan perluasan 

mandat, cakupan kerja, serta tanggung jawab kelembagaan. Transformasi ini tidak 

hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena diikuti dengan 

penambahan indikator kinerja yang lebih kompleks dan berorientasi pada tata 

kelola organisasi. Jika sebelumnya indikator lebih banyak menekankan aspek 

teknis pengawasan, maka setelah menjadi Balai POM indikator kinerja mencakup 

efektivitas laboratorium, reformasi birokrasi, penguatan manajemen risiko, serta 

peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Target capaian pun ditetapkan lebih tinggi 
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dan rinci, mencerminkan orientasi pada efektivitas kelembagaan secara 

menyeluruh, bukan sekadar pada output teknis pengawasan. 

Perubahan kelembagaan ini juga diiringi dengan pergantian pimpinan, di 

mana posisi Kepala Balai POM di Banyumas dijabat oleh Bapak Gidion, 

menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Penandatanganan Perjanjian Kinerja 

Balai POM di Banyumas dilakukan pada 21 Maret 2025, menandai komitmen baru 

organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan dengan 

standar yang lebih tinggi. Dengan adanya perubahan status dan indikator kinerja 

yang lebih strategis, Balai POM Banyumas diharapkan mampu memperkuat peran 

pengawasan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan tata kelola 

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. 

3) Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas (Agustus 2025, revisi II) 

Pada bulan Agustus 2025 diterbitkan revisi kedua PK Balai POM, yang semakin 

memperjelas indikator kinerja dengan angka capaian yang lebih presisi. Anggaran 

juga meningkat sekitar 8,3 miliar, menyesuaikan dengan cakupan kerja yang lebih 

luas dan kebutuhan operasional yang lebih besar. Ada penambahan IKU berupa 

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai 

standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, 

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota 

Pangan Aman. Di sisi lain terdapat pengurangan sasaran kegiatan yang tadinya 9 

(sembilan) menjadi 8 (delapan) dengan perpindahan Indikator Kinerja Utama ñNilai 

pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan Laboratoriumò dari sasaran kegiatan ñ03-Menguatnya Lab 

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPTò menjadi 

masuk ke dalam sasaran kegiatan ñ01-Meningkatnya efektivitas pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPTò. 

Secara keseluruhan, histori ketiga dokumen ini memperlihatkan perjalanan dari Loka 

POM menuju Balai POM, dengan perubahan indikator kinerja utama dari yang 

bersifat teknis menjadi lebih strategis dan komprehensif. Evolusi ini mencerminkan 

komitmen organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat tata 

kelola, serta memastikan akuntabilitas kinerja dalam mendukung tujuan jangka 

menengah dan jangka Panjang. Berikut perbandingan Indikator Kinerja Utama pada 

ketiga Perjanjian Kinerja. 
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No 
Sasaran 

Kegiatan  

Indikator Kinerja 

Kegiatan  

PK Loka 

POM di Kab 

Banyumas  

PK Balai 

POM di 

Banyumas  

PK Balai POM 

di Banyumas 

(Revisi II)  

1 Meningkatnya 

efektivitas 

pengawasan 

sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan di 

wilayah kerja 

UPT 

Persentase 

sampel Sediaan 

Farmasi berisiko 

yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

82 % 82 % 82 % 

Persentase 

sampel Pangan 

Olahan berisiko 

yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

75 % 75 % 75 % 

Persentase 

sampel KLB 

keracunan 

pangan yang diuji 

sesuai standar 

100 % 100 % 100 % 

Persentase 

sampel PIRT 

berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85 % 85 % 85 % 

Persentase 

keputusan/ 

rekomendasi hasil 

pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan yang 

ditindaklanjuti 

oleh stakeholder 

96 % 96 % 96 % 
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No 
Sasaran 

Kegiatan  

Indikator Kinerja 

Kegiatan  

PK Loka 

POM di Kab 

Banyumas  

PK Balai 

POM di 

Banyumas  

PK Balai POM 

di Banyumas 

(Revisi II)  

Persentase 

sarana produksi 

Sediaan Farmasi 

yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85 % 85 % 84.5 % 

Persentase 

sarana produksi 

Pangan Olahan 

yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

80 % 80 % 80 % 

Persentase 

fasilitas distribusi 

Sediaan Farmasi 

yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

93.25 % 93.25 % 93.25 % 

Persentase 

sarana distribusi 

Pangan Olahan 

yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

75 % 75 % 75 % 

Persentase iklan 

sediaan farmasi 

dan pangan 

olahan yang 

diawasi sesuai 

ketentuan 

88.58 % 88.58 % 88.58 % 
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No 
Sasaran 

Kegiatan  

Indikator Kinerja 

Kegiatan  

PK Loka 

POM di Kab 

Banyumas  

PK Balai 

POM di 

Banyumas  

PK Balai POM 

di Banyumas 

(Revisi II)  

Persentase label 

produk tembakau 

dan/atau rokok 

elektronik yang 

diawasi sesuai 

standar 

- - 80 persentase 

Persentase 

pemenuhan 

target 

pengendalian 

AMR di wilayah 

UPT 

- - 
100 

Persentase 

Nilai pemenuhan 

Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

olahan UPT 

sesuai Standar 

Kemampuan 

Laboratorium 

Masih dimuat 

dalam 

Sasaran 

Kegiatan: 

ñMenguatnya 

Lab 

Pengawasan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan 

Olahan di 

wilayah kerja 

UPTò 

Masih 

dimuat 

dalam 

Sasaran 

Kegiatan: 

ñMenguatnya 

Lab 

Pengawasan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan 

Olahan di 

wilayah kerja 

UPTò 

11 Nilai 

Persentase 

Kabupaten/Kota 

yang didampingi 

dalam 

pencapaian 

Kabupaten/Kota 

- - 25 Persentase 
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No 
Sasaran 

Kegiatan  

Indikator Kinerja 

Kegiatan  

PK Loka 

POM di Kab 

Banyumas  

PK Balai 

POM di 

Banyumas  

PK Balai POM 

di Banyumas 

(Revisi II)  

Pangan Aman 

2 

Meningkatnya 

Efektifitas 

Pengawasan 

Sarana Produksi 

Pangan 

Fortifikasi 

Persentase 

cakupan sarana 

produksi pangan 

fortifikasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

63 % 63 % 63 % 

3 

Menguatnya Lab 

Pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan di 

wilayah kerja 

UPT 

Nilai pemenuhan 

Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

olahan UPT 

sesuai Standar 

Kemampuan 

Laboratorium 

11 Jumlah 11 Jumlah 

Sudah masuk 

ke dalam 

Sasaran 

Kegiatan: 

ñMeningkatnya 

efektivitas 

pengawasan 

sediaan 

Farmasi dan 

Pangan 

Olahan di 

wilayah kerja 

UPTò 

4 Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

masing masing 

wilayah kerja 

UPT 

Tingkat efektivitas 

KIE Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

87.71 Nilai 87.71 Nilai 87.71 Nilai 

Jumlah sekolah 

yang 

melaksanakan 

pembudayaan 

keamanan 

1 jumlah 

sekolah 

2 jumlah 

sekolah 

2 jumlah 

sekolah 
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No 
Sasaran 

Kegiatan  

Indikator Kinerja 

Kegiatan  

PK Loka 

POM di Kab 

Banyumas  

PK Balai 

POM di 

Banyumas  

PK Balai POM 

di Banyumas 

(Revisi II)  

pangan 

Jumlah desa 

pangan aman 
1 jumlah desa 

1 jumlah 

desa 
1 jumlah desa 

Jumlah pasar 

pangan aman 

berbasis 

komunitas 

1 jumlah 

pasar 

1 jumlah 

pasar 
1 jumlah pasar 

5 

Meningkatnya 

pendampingan 

UMKM dalam 

pemenuhan 

standar 

keamanan dan 

mutu 

Persentase 

UMKM yang 

didampingi dan 

memperoleh 

rekomendasi 

sertifikat cara 

pembuatan OBA, 

Kos yang baik 

dan/atau IP 

CPPOB pangan 

olahan 

91 % 91 % 17.65 % 

6 

Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan yang 

efektif di wilayah 

kerja UPT 

Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan 

Kejahatan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan di UPT 

75 % 75 % 75 % 

7 

Terlaksananya 

kegiatan deteksi 

kejahatan di 

bidang Sediaan 

Farmasi dan 

Persentase 

Laporan Analisis 

Kejahatan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

90 % 90 % 90 % 
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No 
Sasaran 

Kegiatan  

Indikator Kinerja 

Kegiatan  

PK Loka 

POM di Kab 

Banyumas  

PK Balai 

POM di 

Banyumas  

PK Balai POM 

di Banyumas 

(Revisi II)  

Pangan Olahan 

yang efektif di 

wilayah kerja 

UPT 

Olahan yang 

diselesaikan 

sesuai standar 

8 
Layanan Publik 

UPT yang prima 

Indeks Pelayanan 

Publik UPT 
3.75 Indeks 3.75 Indeks 3.75 Indeks 

9 Terwujudnya tata 

kelola 

pemerintah Unit 

Organisasi yang 

optimal 

Nilai AKIP UPT 

BPOM 
77.96 % 77.96 % 77.96 % 

Nilai Kinerja 

Anggaran UPT 

BPOM 

92.44 Indeks 5 Indeks 5 Indeks 

Indeks 

Manajemen 

Risiko UPT 

BPOM 

2.8 Indeks 2.8 Indeks 2.8 Indeks 

Persentase 

implementasi 

rencana aksi 

Reformasi 

Birokrasi di 

lingkup UPT 

100 % 100 % 100 % 

Tabel 2. 2 Perbedaan Ketiga PK Pada Balai POM di Banyumas 

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)  

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan 

oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat 

sasaran strategis, Indikator Kinerja, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran 

untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna 

mencapai hasil (outcome). 

Berikut adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 

2025: 



 

30 
 

NO. 
SASARAN 

KEGIATAN  

INDIKATOR KINERJA  

KEGIATAN  

TARGET 

B03 B06 B09 B12 

1 Meningkatnya 

efektivitas 

pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT 

01 Persentase sampel Sediaan 

Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

82 82 82 82 

03 Persentase sampel Pangan 

Olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

75 75 75 75 

04 Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang diuji 

sesuai standar  

0 100 100 100 

05 Persentase sampel PIRT 

berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85 85 85 85 
 

06 Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

yang ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

96 96 96 96 
 

07 Persentase sarana produksi 

Sediaan Farmasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan  

85 85 84,5 84,5 

08 Persentase sarana produksi 

Pangan Olahan yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan  

80 80 80 80 

09 Persentase fasilitas distribusi 

Sediaan Farmasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan  

93.25 93.25 93.25 93.25 

10 Persentase sarana distribusi 

Pangan Olahan yang 
75 75 75 75 
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NO. 
SASARAN 

KEGIATAN  

INDIKATOR KINERJA  

KEGIATAN  

TARGET 

B03 B06 B09 B12 

diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan  

11 Persentase iklan sediaan 

farmasi dan pangan olahan 

yang diawasi sesuai 

ketentuan  

88,58 88,58 88,58 88,58 

12 Persentase label produk 

tembakau dan/atau rokok 

elektronik yang diawasi 

sesuai standar 

0 0 80 80 

13 Persentase pemenuhan 

target pengendalian AMR di 

wilayah UPT 

0 0 0 100 

14 Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan Farmasi 

dan Pangan olahan UPT 

sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium 

0 0 9 11 

15 Persentase Kabupaten/Kota 

yang didampingi dalam 

pencapaian Kabupaten/Kota 

Pangan Aman 

0 0 0 25 

2 Meningkatnya 

Efektifitas 

Pengawasan 

Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi

  

01 Persentase cakupan sarana 

produksi pangan fortifikasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan  

63 63 63 63 

3 Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

masing-masing 

wilayah kerja UPT

  

01 Tingkat efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah 

kerja UPT  

87,71 87,71 87,71 87,71 

02 Jumlah sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan 
0 50% 75% 2 
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NO. 
SASARAN 

KEGIATAN  

INDIKATOR KINERJA  

KEGIATAN  

TARGET 

B03 B06 B09 B12 

keamanan pangan  

03 Jumlah desa pangan aman  0 75% 100% 1 

04 Jumlah pasar pangan aman 

berbasis komunitas 
0 75% 100% 1 

4 Meningkatnya 

pendampingan 

UMKM dalam 

pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

01 Persentase UMKM yang 

didampingi dan memperoleh 

rekomendasi sertifikat cara 

pembuatan OBA, Kos yang 

baik dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan  

20 50 75 17,65 

5 Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

yang efektif di 

wilayah kerja UPT

  

01 Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT 
9 68 75 75 

6 Terlaksananya 

kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

yang efektif di 

wilayah kerja UPT

  

01 Persentase Laporan Analisis 

Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai standar 
50 50 50 90 

7 Layanan Publik UPT 

yang prima  

01 Indeks Pelayanan Publik 

UPT 
0 0 0 3,75 

8 Terwujudnya tata 

kelola pemerintah 

Unit Organisasi 

yang optimal  

02 Nilai AKIP UPT BPOM 0 0 0 77,96 

03 Nilai Kinerja Anggaran UPT 

BPOM  
0 0 0 5 

04 Indeks Manajemen Risiko 

UPT BPOM  
0 0 0 2,8 

05 Persentase implementasi 25 50 75 100 
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NO. 
SASARAN 

KEGIATAN  

INDIKATOR KINERJA  

KEGIATAN  

TARGET 

B03 B06 B09 B12 

rencana aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup UPT  

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2025 

Penyesuaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di 

Banyumas  

Sama seperti dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian 

Kinerja yang kemudian dapat disebut sebagai RAPK ini selama tahun 2025, Balai 

POM di Banyumas melakukan penyesuaian RAPK sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini juga 

menunjukkan adanya proses transformasi kelembagaan dan penajaman indikator 

kinerja di Banyumas secara detail yang tercantum pada dokumen RAPK ini. Berikut 

dapat dijelaskan pada poin berikut. 

1) RAPK Loka POM di Kabupaten Banyumas (Februari 2025) 

Pada awal tahun 2025, unit kerja di Banyumas masih berstatus Loka POM. 

Dokumen RAPK ini menampilkan indikator kinerja yang relatif sederhana, berfokus 

pada aspek teknis seperti pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, 

penanganan KLB pangan, pendampingan UMKM, serta layanan publik. Target 

yang ditetapkan masih moderat, mencerminkan kapasitas Loka POM sebagai unit 

dengan cakupan terbatas. Anggaran yang direncanakan mencapai sekitar Rp8,03 

miliar. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Loka POM, Bapak Winanto, pada 

12 Februari 2025, dengan status kelembagaan yang masih menginduk pada Balai 

Besar POM di Semarang. Posisi dokumen ini menjadi fondasi awal sebelum 

transformasi kelembagaan menuju Balai POM. 

2) RAPK Balai POM Banyumas (Maret 2025) 

Setelah transformasi kelembagaan, RAPK berikutnya disusun pada bulan Maret 

2025 dengan status resmi sebagai Balai POM. Dokumen ini menunjukkan 

penajaman indikator kinerja, meski masih terdapat beberapa target yang fluktuatif, 

seperti persentase tindak lanjut sampel pangan olahan berisiko yang sempat turun 

di bulan ke-9. Anggaran yang dialokasikan tetap besar, sekitar Rp8,03 miliar, 

namun distribusi pada beberapa kegiatan lebih kecil dibandingkan revisi 

berikutnya. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Balai POM, Gidion, pada 21 

Maret 2025. Secara umum, RAPK ini mencerminkan tahap transisi kelembagaan, 
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di mana indikator strategis mulai diperkenalkan, tetapi belum sekomprehensif 

revisi di bulan Agustus. Balai POM. 

3) RAPK Balai POM Banyumas (Revisi Agustus 2025) 

Dokumen revisi Agustus 2025 merupakan bentuk penyempurnaan RAPK yang 

lebih komprehensif dan konsisten dengan Renstra 2025ï2029. Indikator kinerja 

diperluas, mencakup pengawasan label produk tembakau hingga pengendalian 

AMR. Target bulanan ditetapkan lebih stabil, misalnya persentase tindak lanjut 

sampel farmasi berisiko konsisten di angka 82% sepanjang bulan. Anggaran yang 

dialokasikan juga lebih besar, mencapai Rp8,25 miliar, dengan distribusi yang 

lebih detail pada setiap kegiatan. Dokumen ini menegaskan komitmen Balai POM 

Banyumas dalam memperkuat pengawasan, pendampingan UMKM, serta tata 

kelola birokrasi. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Balai POM, Gidion, 

pada 29 Agustus 2025, menandai konsolidasi kelembagaan dan penajaman 

strategi pengawasan. 

2.5. Metode Pengukuran  

Pengumpulan dan pengolahan data untuk mengukur kinerja melibatkan seluruh 

anggota unit kerja di Balai POM Banyumas. Setiap tim bertanggung jawab menyusun 

laporan kinerja berdasarkan data yang akurat dan valid, yang kemudian diintegrasikan 

menjadi laporan kinerja menyeluruh. Data yang terkumpul mencakup indikator kinerja 

utama yang mendukung pencapaian tujuan strategis Balai POM Banyumas. 

Pengukuran kinerja mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/ 

semester) dan tahunan sesuai Manual Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi 

dan level satker/unit kerja.  

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah 

sebagai berikut:  
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Gambar 2. 1 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO ) di lingkungan BPOM ini memiliki dua jenis, yakni NKO 

Periodik dan NKO Tahunan. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja 

secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja 

periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang 

memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk 

menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Kemudian, 

untuk NKO Tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun 

anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat 

kinerja tahunan pegawai.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan 

terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:  

1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran 

terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan 

kinerja.  

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian 

Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN 

RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam 

Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang 

ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Matriks NKO dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Gambar 2. 2 Matriks NKO Tahunan 

Keterangan: 

a. Normalisasi Capaian PK mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian 

kinerja unit/satuan kerja maka normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana 

ketentuan berikut:  

- Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 

110%;  

- Jika capaian kinerja setiap indikator Ò110% maka tidak dilakukan normalisasi.  

b. Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK 

dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi Inspektorat Utama. Predikat 

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian 

perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. 

 

Gambar 2. 3 Koreksi Capaian PK Berdasarkan Capaian AKIP 

c. Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi 

capaian perjanjian kinerja (poin a) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai 

koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin b), dikalikan 

100. 

 






























































































































































































































































































































































































































































































